
SALINAN 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 1 TAHUN 2016 

TENTANG 

KEOLAHRAGAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang a. bahwa olahraga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia 
secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang merupakan 
bagian dari tujuan pembangunan daerah untuk mewujudkan 
masyarakat Jakarta yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan 
demokratis, maka keolahragaan dilakukan secara terpadu, 
sistematis, dan berkelanjutan; 

b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan akses terhadap 
kegiatan olahraga, meningkatkan kebugaran dan kesehatan, 
serta prestasi, sehingga keolahragaan mampu menjawab 
berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan 
baik nasional maupun internasional serta kedudukan dan 
fungsi Jakarta sebagai ibukota negara, diperlukan kepastian 
hukum dalam keolahragaan; 

c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Peraturan Daerah 
Nomor 18 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Pembinaan 
Olahraga Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga 
perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Keolahragaan; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 



2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); 

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem 
Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4535); 

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4744); 

10.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4967); 

12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 



14.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan 
Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi 
Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251); 

15.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5430); 

16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

17.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4702); 

18.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703); 

19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan 
Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4704); 

20.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

21.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4761); 

22.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); 

23.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002); 
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24.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 201, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2004); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

dan 
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
dengan DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

5. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, 
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi, 
Kabupaten Administrasi, Kecamatan, dan Kelurahan. 

8. Dinas Olahraga dan Pemuda yang selanjutnya disebut Dinas 
adalah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

9. Kota dan Kabupaten Administrasi adalah Kota dan Kabupaten 
Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
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10. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta. 

11. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta. 

12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD 
adalah Unit Kerja atau sub ordinat Satuan Kerja Perangkat 
Daerah. 

13. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan 
olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, 
pembinaan, pengembangan, dan pengawasan, diselenggarakan di 
daerah. 

14. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk 
mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, 
rohani, dan sosial. 

15. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/ atau kelompok orang 
yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang 
meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga 
keolahragaan. 

16. Olahragawan adalah pengolahragaan yang mengikuti pelatihan 
secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk 
mencapai prestasi. 

17. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan 
pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/ atau 
pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan 
dan pengembangan olahraga. 

18 . Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki 
kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga. 

19. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai 
keterbatasan fisik dan intelektual, yang dapat mengganggu atau 
merupakan rintangan dan hambatan baginya melakukan 
aktivitas sehari-hari secara selayaknya. 

20. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin 
kerja sama dengan membentuk organisasi untuk 
penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

21. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga 
yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu 
cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga 
dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang 
olahraga internasional yang bersangkutan. 

22. Induk organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga 
yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu 
atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam 
lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/ atau 
olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau 
olahragawan. 


